
DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Peraturan Perundang-undangan 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4247). 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679). 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725). 
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman 

Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan. 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata 

Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kota 

Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2). 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 2). 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: 

Sekretaris Jenderal MPR RI, 2010) 

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 

53/HM001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel 

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana 

Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2012-2017. 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian 

Pembangunan Hotel. 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Air 

Baku Usaha Perhotelan Di Kota Yogyakarta. 
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C.  Skripsi  dan Penelitian 

 

Nuresti Tristya Astarina dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan 

Perizinan Hotel Di Yogyakarta (Studi Kasus: Perizinan Hotel Amaris 

Malioboro), skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016. 
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Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian 
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